RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

KPU KOTA PALU

KETUA

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya Rencana Kerja dan .. .
1 |anggaran KPU Kota Palu yang efektif dan Jumlah revisiyang dllakuk.an KPU Kota Palu terhadap 7 Kali |Perencanaan dan penganggaran Pemilu
. rencana Kerja yang telah ditetapkan
efisien
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih
Pemula, dan Disabilitas, daerah Persentase Satker KPU Kota Palu yang memiliki Pendidikan
2 |partisipasi rendah, daerah potensi Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat 100% |Sosialiasasi/Penyuluhan/BimtekTeknis Tahapan
pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah umum
rawan konflik/bencana
Tersedianya Data, informasi, sarana dan |Persentase Satker KPU Kota Palu memiliki kemampuan
3 |prasarana teknologi informasi serta dalam merencanakan, membangun dan mengembangkan 100% |Sarana bidang Teknologi, informasi dan Komunikasi Rp 3,356,395,000
penetapan e-Goverment KPU sarana dan prasarana IT Pemilu
. . Persentase terlaksananya fasilitasi pengelolaan data
4 Terwujudnya dukung'c‘m IOgISt.I k dalam kebutuhan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan 100% |Pengelolaan, pengadaan,laporan, dan dokumentasi logistik
penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan . s . . i
dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan
Terselenesaranya proses pemuneutan Persentase satker KPU Kota Palu fasilitasi kegiatan
5 &g yap p gu persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan 100% |Fasilitasi penyiapan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara

dan penghitungan suara

baik




RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

KPU KOTA PALU
SEKETARIS
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN
(1) (2) (3) (4 (5) (6)
Terlaksananya program reformasi

1 |birokrasi sesuai dengan ketentuan Indeks reformasi birokrasi 80%  |Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Palu 0
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kapasitas sumber daya Tingkat 'ketepatan Jum%ah pegawai yang memiliki ] 28 a. Pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, SI-ASN,

2 S i R P kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi Pogawai MYSAPK 0

JA38) P penugasan ga b. Sosialisasi/ pembinaan/supervisi bidang kepegawaian
Terwujudnya dukungan sarana dan a. Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran;

3 [prasarana guna meningkatkan Tingkat kesiapan Satker KPU Kota Palu yang menyediakan 100% b. Langganan daya dan jasa; 521.221.000
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang |sarana dan prasarana dengan baik c. Pemeliharaan kantor; e
KPU d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

gggu Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan WIP |Review laporan keuangan
Meni tn tabili
4 |Peatgkatnys skuntabliiss bounngan. [ oo st ediin Minetis KPU BB  |Review akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat KPU RI
dan kinerja KPU
Nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 100% |Laporan Keuangan per triwulan dan semester o A A0
Tersedianya data pemilih yang valid = 3 2 . a. Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan;
5 |sesuai dengan ketentuan peraturan e e e e b 100% |b. Fasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat KPU Kota Palu
KPU ; : :
perundang undangan bersama pihak-pihak terkait. 0
Terwujudnya integrasi data dan sistem |Tingkat perkembangan data dan sistem informasi dan
6 I ; 2 ; : ; ; : : Y
informasi pemilu yang baik teknologi yang terintegrasi antar unit kerja KPU 006 (henpsiuiun Daann I pacs KEL Kot Falu 0
a. Pengelolaan informasi/publikasi melaui laman dan Media sosial KPU
: . Kota Palu
7 z:;wziug: i)lf(a ingran kepaa. pubbi Tingkat kepuasan layanan KPU kepada publik B b. Pelayanan informasi (Pejabat Pengelola Informasi dan 0
& Dokumentasi) baik yang datang langsung melalui e-PPID;
c. Updating data-data di e-PPID
Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan :
: e ; Tersusunnya rancangan peraturan KPU yang dibuat dan
8 Do S e ResN) Qi diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka 100% | Showit Mepuftw IeE Hota Pain 0

ketentuan peraturan perundang-
undangan

regulasi KPU

b. pengelolaan produk hukum melalui JDIH KPU Kota Palu

Palu, 03 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
IA]




